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Satu
PENDAHULUAN

Bergulimya era reformasi pasca jatuhnya rezim orde baru telah
membawa perubahan penting dalam proses demokratisasi d
Indonesia. Peluang masyarakat sipil tak terkecuall kelorapok
perempuan semakin terbuka untuk mendesakkan kepentingannya
melalui jalur mekanisme politik formal yakni di parlemen.
Sebelumnya selama bertahun-tahun berbagai pihak harus puas
dengan strateqi ekstra pariementer di masa kepemimpinan
otoritarian tezim ORBA. Hal ini mendorong kelompok perempuan
segera mengambil respon aktif terbadap peluang tersebut
dengan membentuk koalisi atau jaringan-jaringan advokasi untuk
mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih baik untul
masyarakat khususnya kelompok yang dimarjinalkan selama .

Advokasi  kebijakan  merupakan sebuah  strategr  untuk
memastikan adanya jaminan hukum vang lebih efektif untuk
perlindungan s-rta pemenuhan hak-hak rakyat. Bag: perempuzn,
mendorong adanya sebuah kebijakan yang positif dan ‘bunyi” o
masyarakat, merupakan satu cara masuk untuk kepentingan
jangka panjang yakni mengubah struktur sosial dan budava yana
selama ini ada, yang melanggengkan ketidakadilan struktura:
terhadap perempuan. Sebuah kebijekan harusnya dibuat agar
resporsif terhadap situasi masyarakat (responsive jaw) dan
diarahkan untuk menghapus berbagai ketidakadilan seperti
stereotipe seksual atau stigma-stigma sosial yang selama imi
dilekatkan kepada perempuan, pembatasan-pembatasan can
subordinasi, marjinalisasi ekonomi  serta berbaga: bentuk
kekerasan berbasis gender/jenis kelamin yang dalami oleh
perempuan di berbagai level sosial.

Tulisay i mencoba menguraikan  bagamana  kelompok
perempuan dalam sebuah jaringan advokasi  membawa
pengalaman dan kepentingan perempuan dalam  prosas
pembentukan Undang-Undang di DPR. Bagaimana perempuan
berpcitik, mengusung  argumentas:  keberpihakan  dan
mengedepank:n agenda-agendanya untuk diakomodasi dalam



aturan hukum. Ini karena pada dasarnya hukum adalah produk
politik, yakni hasil dari kontestasi berbagai kepentingan, nilai,
pandangan, wacana-wacana vyang ada saat itu, Buku
menjelaskan bagaimana misalnya, melalui advokasi RUU
Penghapusan KDRT, kelompok perempuan mengedepankan
politik kebertubuhan mereka, bahwa tubuh perempuan bukan
objek kekerasan --yang realitasnya selama ini bersemayam di
balik ‘harmoni” keluarga/perkawinan--, bahwa ‘the personal is
political’, dan bahwa demokrasi tidak hanya ditegakkan di ruang-
ruang publik, seperti dalam politik formal, tetapi juga harus
dimulai dari keluarga, individu-individu, di wilayah-wilayah
personal dan intim {seksual/sosial).

Tulisan ini pertama-tama dibuat untuk memenuhi kepentingan
mendokumentasikan pencalaman perempuan yang harus rajin
dilakukan. Kedua, sebagai refieksi dan pembelajaran bagi
kelommpok perempuan ke depan untuk lebih mempertajam
strategi dan memelihara keberianjutan dari upaya-upaya yarg
telah dirintis sebelumnya dalam rangka memperbaiki kehidupan
perempuan, mewujudkan keadilan dan “esetaraan di masyarakat.
Selamat membaca!



Delapan
TIDAK SEKEDAR TOLAK
RUU ANTI PORNOGRAFI CAN PORNOAKSI

Kontroversi mengenai RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi
RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang konon dirumuskarn
pertama kali oleh Departemen

Agama telah menjadi RUU inisiatif | Benyak kelompok yang
DPR dan mulai dibahas oleh Pansus '"e"agia‘as"a'ﬁkaﬂ 99-‘3"3?‘
: moral penentang pomografi
RUU APP di DPR pada per*.engah_an dan porneaksi di masyarakat
tahun 2004. RUY ini telah memicu | oot oo
kontroversi di masyarakat. Banyak | pemeriniah untuk segera

kelompok yang mengatasnamatian | mengesahkan RUU.

gerakan  moral penentang
pomografi dan pornoaksi di masyarakat mendesak DPR dan
Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU. Majelis Ulama
Indonesia berada di garis depan kelompok ini.

Majelis Ulama Indonesia jauh-jauh hari telah membuat
Keputusan Fatwa tentang Pornografi dan Pornoaksi nomor 287
tahun 2001 yang mengharamkan
pornografi dan pornoaksi. Meskipun | Majelis Ulama Indonesia jauh-
tidak dibedakan dengan jefas antara i:uhtgjfi ‘elghtmeznb;'at

r i L+ San Falwa tentan
?:t:un:graﬂ tiar:ebl?g rmakSIrurgilsE:E Porpnogtaﬁ dan Pornoaks?

. nomor 287 tahun 2001 yang
memasukkan  cara  berpakaian mengharamkan pornegrafi dan
tertentu dari perempuan setagai | pomoaksi
bentuk pornografi dan pornoaksi,
seperti: memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat
memperlihatkan lekuk tubuh bagi perempuan, di hadapan laki-
laki yang bukan suami atau mahramnya. Juga larangan berdua-
duaan ((kha/wat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan
isterinya, dan perbuatan sejenis lainnya yang dianggap sebagai
mendekati dan/atau mendorong melakukan hubungan seksual di
luar pemikahan. Fatwa ini juga memasukkan larangan untuk
menggambarkan secara langsung atau tidak fangsung, tingkah
laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara,
rektame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak mapun
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elektronik yang dapat membangkitkan nafsu  hirah, Juga
terhadap setp orang yang memblarkan dwinge  terboka
auratnya, berpakaian ketat ata. tembus pandang yang dapat
membangkitkan nafsu berahi untuk diambil gambarnya, baik
untuk dicetak maupun divisuahsasikan.  Batas aurat yang
ditentukan adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut bag taki-
laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak
kaki bagi perempuan.®

Meski tidak memiliki kekuatan hukum namun dalam prakteknya
Fatwa MUI itu cukup ampuh dimanfaatkan, baik oleh MUI sendir)
maupun  kelompok-kelompok  ‘moralis  mamstrean?  untuk
menggalang opini publik guna mendukung RUU APP. Mereka
bahkan mendesak agar DPR dan Pemerintah secepatnya
mensahkan RUU tersebut.  Berbagai proagram aksi dilakukan
untuk mendukung RUU APP, seperti dalam bentuk iokakarya atas
inisiatif MUI dengan Forum Cendekia Muslimah Pedul, dan The
Habibi=  Centre, dengan tema “Menolak  Pornografi,
Menyelamatkan Generast”, pada bulan April 2004 MUl juga
melakukan safari ke berbagai instansi pemerintah, DPR hingga
Kep(.glisian RI untuk mendesak penyelesaian pembahasan RUU
APP.®

RUU APP dipandang oleh kelompok-kelompok terseb.ut sebagas
solusi untuk mengantisipasi apa vang dindai merska sebagal
masalah pelanggaran moral yang sedang marak terjadi di tengah
masyarakat, tcrutama yang dipaparkan oleh berbagal media
massa cetak dan elektronik. Seperti boorning ‘goyang ngebor
Inul Daratista” yang ditampilkan di berbagai stasiun televis, juga
gambaran eksplotasi tubuh sensual perempuan sebagai cover di
berbagai majalah, tabloid maupun koran-koran yang
bermunculan bak jamur di musim hujan. Begitu pun buku-buku
yang tnendorong pembicaraan seks semakin terbuka di ranah
publik. Liputan-liputan seputar praktek-praktek seks di kalangan
tertentu sebagai fenomena yang sedang berlangsung seperti
misalnya terekam dalam buku “lakarta Undercover”, semakin

g‘f Fatwa MUI Tentang Pornografl dan Pornogkst. ha'armas 524
“ Gata, 24 Al 2004, "Gelora Norma”™



menyulut penolakan terhadap pornografi dan pornoaksi di
masyarakat. Belum lagi situs-situs pornografi di  internet dan
VCD-VCD porno bajakan yang mudah diakses oleh siapapun
bahkan anak-anak yang menimbulkan betrbagai keprihatinan di
masyarakat.

Advokasi RUU APP oleh kelompol: perempuan

LBH APIK lakarta sebagai /eading sector untuk advokasi RUU APP
di jaringan, sebenarnya telah melakukan kajian terhadap RUU
APP sejak tahun 2004, LBH APIK Jakarta menelaah kritis berbagai
aturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan isu
pomografi dan pornoaksi. Telaah juga dilakukan dengan
melakukan perbandingan dengan beberapa UL terkait pornografi
dari beberapa negara seperti Child Pomography Act of 1995
USA, Child Internet Protection Ac of Pennsylvania, dan reguiasi

pornografi secara umum dalam KUHP West Virginia. Juga
dilakukan telaah terhadap istilah-

istilah yang digunakan dalam aturan | LBHAPIK Jakatta sebagai
pidana di berbagai negara lainnva, leading seclor untuk advokasi
seperti Brunai, Malaysia, Pakistan SH;L;“APP d ‘T'gga“i ok
dan Cina. Juga dila.kukan identifikasi kaﬁani‘;’,‘g‘;‘;;; RSS iPUP Egémk
pemikiran yang dibangun gerakan | iahun 2004. Dari hasi kajian
feminis Internasional mengenai | terhadap aturan-aturan negara
Pornografi. lain, tidak ditemukan istitah

. pornoaksi.
Dari hasil kajian tersebut, terlihat
hampir tidak ditemukan istilah pornoaksi. Sebaliknya yang
digunakan adalah istilah perbuatan cabul, penyerangan seksual
atau pelecehan seksual yang diatur dalam aturan mengenai
tindakan kriminal seperti juga KUHP di Indonesia. Dalam konteks
ini perempuan adalah korban ywng ‘dilindungi’ oleh hukum.
Sementara istilah ‘pornografi’ lebih ditujukan pada pornografi di
media termasuk situs internet yang harus diatur dalam akses dan
distribusinya terutama ditujukan daiam rangka perlindungan
orang belum dewasa (di bawah usia 21 tahun).

Tidak ada satupun aturan yang justru menempatkan perempuan
sebagai pelaku atau sumber masalah sehingga periu diatur
penampilannya sebagaimana dalam aturan pornoaksi maupun
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pornografl dalam RUU APP. RUU APP mengandung muatan
substansi vang over-cromunshzed
Tidak ada salup in aluran yang sarat  dengan bias  "moralitas
jusiru menempatkan | Mainstream” yang pada gilirannya
perempuan ebagai pelaky | justru tidak melindungr perempuan
alau sumber maralah sehingga maupun anak-anak sebagal
perlu diatur venampilannya |y ejompok  paling  rentan  dalam
sebagaiman dalam aturan lah f ' bt
2ornoaksi maupus pornografi masala pornograti ersebu
dalam RUU #7P RUUAPP | Dahkan menempatkannyz sebaga
mengandung mi.atan substanst | Krm inal™,
yang over-caminalized , saral
dengan bias ‘moralitas | yUntuk  menyosialisastkan  serta
mainsireary’ yang pada. | amnackaya  hkasil kapan  dan
gilivannya justru tidak lici Kriti RUU  APP
melindungi perernpuan maupun anaksts rtis  atas :
anak-anak setgal kelompok tersebut, pada targgal 26 Mel
raling rentan ‘alam masalah | 2004, LBH- APIK Jakarta

pornografi L-rsebut bahkan menyeleng-garakan workshop
nenempath anmya sgbf‘igal “RULS Anti Pornagra i dar
] krimirial ‘ Pornoaksi; Antara Moraitas dan

Kebebasan Berekspresi, Dimanakah
Posisi  Perempuan?,  Tinjauan Filsafat, Media, Hukum dar
Sosial 7% Berbagai kritik muncul batk dari pembicara maupur
peserta terhadap RUU APP yang saat itu muiai dibahas di DPR.
Dari aspek filsafat misainya, hasrat seksual dilihat sebagal bagian
dari eksistensi manusia. Pandangan umum selama ini melihat
manusia bermoral adalah yang bisa berpikir jernih tanpa
melibatkan ide seks. Padahal ini keliru, Di sist lamn masalah
porrografi harus dilihat juga dalam konteks kekerasan rerhadap
perempuan.  Sehingga  definisinya  harus  jelas hidak
mencampuradukkan  pornografi  dengan  erotisme.  Dafam
workshop digarisbawahi  pentingnya memasukkan perspektif
perempuan dan anak dalam RUU APP, bila tidak maka lehih baik
afuran tersebut ditiadakan karena ujung-ujungnya o akan

B Lengkapnvi 1t "Tanggapan alds RUU Ant Pornogr ue dan
Pornaksi”. disusnn oleh Tim Kapran LBH-APIK fakarta, April 2004
¥ Narasumber yang dihadirkan: Gadis Artvia dan Filsatst UL Niker
Safitri dart FH Unpar, dan Burhan Bungin dart Sos0mop1 Ko
UNTAG, pem:lis buku: “Erotika Media Massa™
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merugikan perempuan dan anak yang justru akan menjadi
korbari kedua kali melalut RUU APP. Hasit workshap kemudian
diserahkan kepada Pansus RUU APP sebagai masukan.

Kritik atas RUU APP yang disamgaikan dalam workshop tersebut
juga  tersosialisasi  melalui  media sehingga  berhasil
mengembangkan wacana alfternatif di media mengenai
bagaimana RUU APP ternyata sangat bias dan terutama tidak
berperspektif korban. ® Wacana ini sekaligus mematahkan
pandangan yang dominan saat itu yang selalu melihat masalah
pornografi semata-mata sebagai isu “"moral”.

Mengapa kelompok perempuan menolak RUU APP?
Banyak sudah argumen dan ulasan yang diberikan untuk
mengkritik RUU Pornografi dan Pornoaksi ini dari berbagai sudut
pandang. Intinya yang pokok adalah bahwa RUU inj alih-alih
memberikan solusi yang lebih cerdas untuk mengatasi masalah
pornografl —dibandingkan peraturan-peraturan yang sudah ada --
justru sebaliknya tidak menyelesaikan masaiah dan pada saat
yang sama memunculkan masalah baru dengan rumusan
substansinya yang kontroversial, khususnya dengan ketentuan
‘pornoaksi’ yang akan digunakan untuk mengantrol tubuh dan
seksualitas perempuan.

Pengaturan pornografi

Pada dasarnya kita sudah memiliki berbagai produk hukum yang
harusnya dapat digunakan untuk
mengantisipasi masalah pornografi, | Padadasamya kita sudah
meski tidak dipungkii masih L“e;"""“ _berb;:‘ga' pmd:k N
terdapat kelemahan. Sebut saja dfgfn“;k";]"gn&""wa apa
mulai dari KUHP (Pasal 282, 283, mengantisipasi masalah
532, 533), UU No. 44/1999 tentang | pomografi

Pokok Pers, UU No0.32/2002 tentang
Penyiaran, PP N0.7/1999 tentang Lembaga Sensor Film, serta
Keputusan KPI No. 009/5K/KP1/8/2004 tentang Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Penyiaran. Dalam KUHP misalnya

8 “Meniniau Secara Kritis Rancangan Undang-Undang Antpornografi
dan Hak Perempuan” Harian Kompas, 31 Mei 2004.
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dapat digunskan Pasal 282 untuk menjerat siapa pun yang
menyiarkan, mempertontonkan, menempelkan tulisan, gambar,
barang yang melanggar kesusilaan/kesppanan. Juga Pasal 283
KUHP yang melarang orang untLk menawarkan,
mempertunjukkan  gambar atau  barang vyang melanggar
kesopanan kepada anak-anak yang belum berusia 17 tahun.
Dalam  penjelasan  KUHP, R, Soesilo mengartikan
“kesopanan/'kesusitaan” (zeden, eerbaarheid), sebagai perasaan
malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin (hersetubuh,
weraba buah dada, kemaluan peretmpuan, memperlihatkan
anggota kemaluanh perempuan atau lelaki}. Selain ity Pasal 532
Ayat 3e KUHP menghukum stapa saja yang mengadakan tulisan
atau gambar yang melanggar perasan kesopanan di termpat yang
dapat kelihatan dari jalan umum, dan Pasal 533 ayat (le},
rmenjerat mereka yang mempertunjukkan atau menempelkan
sesuatu tulisar, namanya, sampulnya atau isinya, di tempat bagi
falu lirtas umum yang menimbulkan nafsu birahi snak-anak
muda,

Sementara dalam U No. 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran, Fasal 57 member sanks| pidana pemjara paling
lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah
untuk penyiaran radio dan penjara paling lama 5 tahun dan/atau
denda paling banyak 10 miliar rupiah bagi mereka vyang
melanggar ketentuan pasal 36 ayat 5 dan ayat 6, yakni “Isi
siaran dilarang: a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan
dan/atau bohong; b, menonjolkan unsur kekerasan, cabul,
perjudian, peryalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau c.
mempertentargkan suku, agama, ras, dan antargolongan. (ayat
5) dan Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan,
melecehkan danfatau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat
manusia, atau merusak hubungan internasional. Selain tu,
Pasal 58 UU tersebut juga memidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Ima
ratus juta rupiah untuk penyiaran radio dan penjara paling lama
2 tahun danfatau denda paling banyak lima miliar rupiah, bag
yang melangnar ketentfuan pasal 46 ayat 3. luinya adalah
siaran iklan niaga dilarang melakukan: d. hal-hal  yang
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bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai

agama dan/atau; e, eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.

Kelemahan Aturan dan Kritik teriiadap RUU APP

Dari keseluruhan peraturan yang
ada memang tidak ada vyang
eksplisit mengatur soal pornografi.
Juga belum khusus mengantisipasi
dampak negatif perkembangan
tekhnologi komunikasi yang
ditunjukkan dengan menjamurnya
berbagai situs pornografi  di
internet, Perfu pula diperhatikan
“rasa susila masyarakat’ atau apa

yang dianggap cabul dan melanggar kesusilaan dalam konteks
masyarakat saat ini (global) terus berkembang. Ciuman bibir
dalam tayangan media ataupun di depan umum, yang pada masa
falu mungkin dianggap sebagzi hal yang tabu, saat ini

dipandang sebagai ekspresi cinta
manusia yang sangat menusiawi
dan dianggap berlebihan hila
dikriminalkan. Selain itu,
perkembangan wacana HAM yzng
menjamin  kebebasan pers dan
kebebasan ekspresi individu sebagai
bagian dari hak-hak asasinya juga
turut mempengaruhi pergeseran
nilai-nilai  di  masyarakat yang
semakin menghargai pilihan-pilihan
individu dalam berekspresi.
Demokrasi tidak hanya menjadi
urusan di level publik atau wilayah
politik kenegaraan, karena dalam
kehidupan sehari-hari termasuk
masalah seksualitas dan keintiman
masyarakat semakin dituntut untuk
juga lebih demokratis serta
menghargai  keberagaman yang
ada,
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Demolrasi lidak hanya menjadi
urusan di level publik atzu
wilayah politik kenegaraan,

karena dalam kehidupan sehari-

hari tennasuk masalah
seksualitas dan keintiman
masyarakat semakin dituniut
untuk juga lebih demokratis
setta menghargai keberagaman
yang ada.

telah

Definisi ‘kesusilaan’ yang
sangat umum kiranya ‘jdak
mernadai unfuk mengantisipasi
masalah pornografi dalam
masyarakal masa kini yang juga
semakin canggih kemasannya,
Aturan khusus mengenai
potnografi idealnya harus lebih
maju dan menutupi kekurangan
yang ada baik dalam substansi
mauptn dalam strukdur hukum
{fegal enforcement) selama inl,
Misalnya, kenyataan bahwa
pornagrafi melibatkan industri
seks dar/atau bukan semata-
mala melibatkan satu atau dua
orang saja tetapi juga secara
sistimatis {mafia trafficking)
harusnya dapat ditangani
dengan sistem hukum yang
lebih canggih dan efektif,

Dengan latarbelakang di atas, dengan definisi kesusilaan” yang
sangat umum kiranya tidak memadal Lntuk mengantisipas
masalah pornografi dalam masyarakat masa kint yang Juga
semakin canggih kemasannya. Dibutuhkan suatu aturan yang
khusue (iebih eksplisit dan detil) untuk mengatur: 1) Mana-mana
saja materi-matert yang dapat dikategorikan sebagat pornografi
yang sejak  pembuatannya hingga  distribusinya  perlu
dikriminalkan {misalnya dalam bentuk “Asrg porn; 2) Mana-
mana saja yang di luar itu yang periu direqulasi {misalnya "soff
porn” dan “hard erotics”) sehingga tidak dapat tampil di depan
umum dan tidak boleh diakses anak-anak.

Aturarn. khusus mengenai pornografi idealnya harus lebih maju
dan menutup' kekurangan vyang ada baik dalarm  substans
maupun dalam struktur hukum (lega/ enforcement) selama .
Misalnya, kenyataan bahwa pornografi melibatkan industri seks
dan/atau buxen semata-mata melibatkan satu atau dua orang
saja tetapi juga secara sistimatis (mafia trafficking) harusnya
dapat ditangani dengan sistem hukum yang febih canggih dan
efekrif. Sayananya yang teriadi justru sebaliknya dalam RUU APP.
Pertama, dan definisinya saja, RUU sudah mencampurbaurkan
antara ergtisme dan sensualitas dengan pornografi ity sendir.
Kemudian atas nama penegakan ‘moralitas bangsa’ — yang dalam
hal ini moralitas yang dipahami secara sempit — RUU bermaksud
merepresi  segala  perwupudan
l AUU sudih mencampur- | aroticme  dan  sensualitas, yang
i baurkan antara erotisme dan
/ kesemuanya dengan mudahnya

censualilas dengan pomografi i . - *
itusengi. | dimaknai sebagai pornografi.

Dalam RUU tersebut misainya, dikatakan bahwa “sebap orang
dilerang untuk membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film
atau vyang depat disamakan dengan film, syar lagu, puis,
gambar, foto, dan/atau Iukisan yang mengeksploitasi daya tarik
bagian tubuh tertentu yang sensual dar orang dewasa (alat
kelamin, pahe, pantat, pusar, dan payudara perempuan baik
terlihet sebagian maupun seluruhnya) (pasal 4}, ketelanjangan
tubuh orang dewasa (pasal 5), aktivtas menan erofis atau
bergoyang erutis (pasal 6), aktivitas orang yang berciuman bibir
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(?a:sal 7)", bahkan apabila kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk
disiarkan atau dipertontonkan kepada orang fain (pubiik).

Selain tidak ada batasan dari ketentuan di atas yang akan
cenderung menyulut multi tafsir Juga tidak samua penampakan
bagian tubuh seperti yang disebutkan di atas dapat dipukul rata
sebagai gambaran pornografi,  Gambaran perempuan
menggunakan kebaya atau kemben yang lazim menampakkan
sebagian kecil payudara atau gambaran perempuan dengan
menggunakan rok mini kiranya tidak dapat dikategorikan sebagai
pornografi.  Dan yang paling penting, produk seni yang
menggambarkan erotika dan fujuannya untuk kepentingan
estetika tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pornografi.

Kedua, RUU APP ini juga gagal melihat persoalan pornografi
sebagai isu kekerasan yang korbannya adalah  perempuan
secara umum (dewasa maupun anak-anak) yang tubuhnya
dieksploitasi sebagai objek pornografi. Dalam masyarakat
patriarkis, konstruksi seksualites
yang dibangun  menempatkan WJU gagal memberi
perempuan sebagai objek seksual pedindungan tethadap
atau penyedia layanan seksual (“sey | pefempuan dan anak-anak
provider)) bagi laki-laki. Karenanya, | Yangmenjadikarban dari
perempuan rentan menjadi sasaran te':':at:".pc”;"qr‘f‘ﬁ dan
segala bentuk eksploitast dan asassf:b?tiskiy;ujﬁgﬁj e
kekerasan  seksual. Perempuan mer;empatkan korban sebagai
faktanya merupakan korban | pelaky apakah ity pornograf
terbesar dari perdagangan manusia | matpun dalam pomoaks:
(trafficking) dan salah satu modus | Korban kemudian dianggap
perdagangan adalah terkait dengan ﬁgﬁfk“kkmna dihadap-
‘ndustﬂ Seks dan ﬁ ! ap_ .Elnr dengan kepentlngan
.  pornagra kesucian’ moral masyarakat
Ketiga, karena melihat masalah | terentu {baca: kelompok
pornografi  sebagai  kejahatan | konservatif) yang harus
terhadap moralitas masyarakat, | dindungl
maka RUU juga gagal memberi
perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi
korban dari kejahatan pornografi dan konstruksi seksualitas yang
ada, sebaliknya justru menempatkan korban sebagai pelaku
apakah itu pornografi maupun dalam pornoaksi., Korban
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kemudian dianggap pelaku karena dihadap-hadapkan dengan
<epentingan  ‘besucian”  moral  masyarakat tertentu  (baca
kelompok konservatif) yang harus dilindungi.

Pendekatan dengan isu ‘moral’ tidak melihat perbedaan antara
pornog.-afi dan crotika, padahal ada perbedaan antara keduanya.
Dalam erotika tidak ada unsur rasisme dan seksisme seperti yang
aca dalam pornografi. Pornografi sesungguhnya merupakan
persoalan politis dimana ada hubungan kekuasaan yang sifatnya
mendominasi (ketidaksetaraan
Pornograti <2sungguhnya | gender). Seorang tokoh ferims,
merupakan persoalan polls | piana Russet  membedakan
dimana da hubungarn
kekuasaar. yang S fatnya por!‘nograﬂ dengan erotika sebagal
mendominast {k: -idaksetaraan | DeTKUt:  Pormografi  (terutama
gender. [ dalam bentuknya vang paling keras
(hard porn) adalah materi-maten
yang mengkombinasikan seks dan/atau paparan alat-alat kelamin
dengan penyalahgunaan atau perendahan martabat dan
harkat (degradasi) dengan cara mendorong, memakiumi
atau menyokong tingkah Jaku semacam itu {alas
mengandung unsur seksis, rasis, homophobia dan tidak
memberikan penghargaan terhadap manusia maupun hewan
yang digambarkan). Sedangkan erotika merupakan materi-mater
yang mengharqgai seksualitas sebagai bagian dan kehidupan.
Meski berpotensi membangkitkan minat seksual tetapr tidak
semata-mata Lertujuan mengarahkan individu pada hubungan
seksual (ajakan berhubungan seksual). Juga, erotika bebas dari
seksisme, rasisme, dan homofobia serta menghargai
seluruh manusia maupun hewan yang digambarkan.

Meskipun ketanyakan korban dari pornografi adalah perempuan,
pornografi seringkali tidak dilihat sebagai isu perempuan. Melalu
perspektif perempuan, ketika kita melihat pornografi, kita melihat
objektifikasi seksual (potret dar vagina, anus perempuan
yang menganga terbuka ke hadapan kamera dan mengundang
penetrasi); @atau bentuk-bentuk dari pornografi anak
{perempuan dengan rambut vagina yang dicukur licin, berpose
sererti seorang anak perempuan atau seorang anak perempuan
yang dibuat cedemikian rupa, didewasakan, diseksualisasikan
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agar terlihat seperti orang dewasa); atau Kekerasan seksual
{(perempuan yang dihina, direndahkan, dicambuk dan dipukul).

Dua orang tokoh feminis penentang pornografi yang sangat
terkenal di tingkat Internasional, Catharine MacKinnon dan
Andrea Dworkin mendefinisikan pornografi sebagai grafis
yang secara seksual mensubordinasikan perempuan
dengan cara eksplisit melalui gambar-gambar dan/atau kata-
kata yang juga mencakup satu atau lebih hal-hal berikut ini :

(1) Perempuan digambarkan sebagai objek seks, sebagai
sekadar benda atau komaoditi (ada aspek dehumanisasi
perempuan) :

(2) Perempuan digambarkan sebagai objek seks yang menikmati
penghinaan dan kesakitan,

(3) Perempuan digambarkan sebagai objek seks yang mengalami
kenikmatan seksual dalam perkosaan, /ncest atau serangan-
serangan seksual fainnya.,

(4) Perempuan digambarkan sebagai objek seks yang diikat,
dimutitasi, menderita luka memar atau dilukai secara fisik.

(5) Perempuan  digambarkan  dalam  postur/posisi-posisi
ketertundukan seksual, menjadi budak dan tontonan.

(6) Bagian-bagian tubuh perempuan dipertontonkan sedemikian
rupa seolah-olah perempuan direduksi pada bagian-bagian
itu.

(7) Perempuan digambarkan mengalami penetrasi oleh objek-
objek atau hewan,

(8) Perempuan digambarkan dalam skenario-skenario yang
merendahkan, menghina, tersiksa, diperlihatkan sebagai
inferior, berdarah-darah, memar atau luka dalam konteks
yang membuat kondisi-kondisi ini menjadi bersifat seksual
(merangsang berahi}.

LBH-APIK Jakarta dan Jaringan Prolegnas Pro Perempuan
melakukan kajian untuk menganalisis berbagai kasus pornografi
yang muncul di masyarakat seperti diberitakan lewat media
maupun beberapa ditangani oleh LBH-APIK Jakarta. Hasil kajian
menegaskan bahwa pornografi pada dasarnya merupakan isu
kekerasan  terhadap perempuan dan  anak. Fakta
mengungkapkan, bahwa:
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1. Produk pornografi yang terbukti telah mendorong laki-iak

baik dewasa maupun  anak-
meuhk po”(‘fq"‘ﬁ *;aﬂgfilr,bb”;ﬂ anak menjadi pelaku dan
EZZW:;zanLiﬂJgn aa;:k-ane:k mengakibatkan kekerasan
meriadi pelaku dan seksual terhadap perempuan
mengakibatkan kekerasan {dewasa dan anak-anak)
veksual lerhadap perempuan adalah VCD porno  vyang
{d=wasa dan anak-anak) adalah memuat visualisasi kegiatan
_ “;f.co?sr“‘j?’a"g"‘bﬁ';‘g“; hubungan  seksual  yang
visJalisasl Keqealan nu .
seksual yang eksplisit dan eksplisit dan ktekrutama
terutama mengandung unsur mengandung unsur kekerasan
kevercsan tethardap perempuan terhadap perempuan.

2. Perempuan adalah objek utama (korban} yang tubuhnya
dieksploitasi dalam berbagai produk, dengan menggunakan
berbagai modus/cara untuk kepentingan produsen dan
konsumen (perempuan diperlakukan sebagai komoditi},

3. Pornografi dilakukan antara lain dengan cara:

4. Penipuan atau penyesatan dalam pembuatan
pornografi: korban diiming-imingi  sejumlah  uang;
dijanjitan sesuatu; dibujuk atau didesak untuk membuka
pakaiannya; sambil dijanjikan untuk tidak disebarluaskan;

0. penyalahgunaan tujuan pengambilan gambar:
situasi yang sedianya bukan ditujukan untuk pembuatan
pornografi {seperti casting/pembuatan iklan), tetapi pada
akhirnya dijadikan/dibuat dan atau disebarluaskan
sebagai  produk  pornografi, tanpa  persetujuan
perempuan (objek); termasuk juga penggunaan tehnik,
pencahayaan dan sudut pengambilen gambar vyang
memaparkan bagian tubuh  tertentu  (payudara,
selangkangan, atau paha} di luar kehendak/kontrol dari
perempuan; '

c. pengambilan gambar atas aktifitas seksual dan
atau tubuh seseorang tanpa seizin dan
sepengetahuan orang tersebut, kemudian
disebarluaskan oleh si pembuat gambar;

d. penyebariuasan tanpa sepengetahuan dan seizin
orang yang bersangkutan, atas gambar-gambar dirinya
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dan atau miliknya yang sebenarnya merupakan hak
pribadi dari orang tersebut (pengambilan gambar
dilakukan oleh dirinya untuk konsumsi dirinya sendiri,
penyebarluasannya tanpa sepengetahuan dan seizin
subyek gambar yang berarti adalah pelanggaran hak
pribadinya);

e. memanfaatkan ketidakberdayaan  perempuan
karena kemiskinan struktural, sehingga perempuan
mudah dijebak untuk menjadi objek pornografi; %

Sayangnya, fakia-fakta kejahatan | Pembuatan RUU tidak
pornografi yang terjadi tidak dilihat ?’:‘:‘]‘aébelak?”g’ Kajian ce}’]ma'
sebagai hal yang penting untuk ;o,nigiﬁf'i’j;gi;'ﬂﬁjj'ﬁi‘"’"
dijadikan dasar perumusan RUU tengah masyarakat. Yang
APP dan naskah akademiknya. | terjadi adalah peryederhanaan
Dengan kata lain pembuatan RUU | dan pereduksian persoalan
tidak dilatarbelakangi oieh kajian | Pomografi pada isu-isu
yang cermat  terhadap peta rnor_alltas sempit semala,
sehingga rumusan-rumusan
permasalahan  pornografi  yang | yetenuan potnografi dalam
muncul di tengah masyarakat. Yang | ryyapp sangal tidak
terjadi adalah penyederhanaan dan | memadai untuk melindungi
pereduksian persoalan pornograﬁ korban. Alih-alih melindung
pada isu-isu moralitas sempit | orbanyangietadijustru
semata, sehingga rumusan-rumusan | Menempatkan korban sebagai
pelaku pelanggaran 'moral
ketentuan pornografi dalam RUU masyarakat (pornoaksi).
APP sangat tidak memadai untuk
melindungi korban. Alih-alih
melindungi korban yang terjadi justru menempatkan korban
sebagai pelaku pelanggaran ‘moral’ masyarakat {pornoaksi}.

Di sisi lain RUU APP juga tidak serius memberi perhatian untuk
melindungi anak-anak dari tayangan pornografi di media dan
internet. Anak-anak masih terancam dari penyebaran produk-
produk pornografi, karena minimrya pengaturan soal distribus:.
Dari 93 pasal-pasal yang tersebar dalam RUU tersebut, hanya
satu pasal saja yang berbicara tentang perlindungan anak-anak

®Ppokok-pokok Pikiran Kritisi RUU APP oleh J aringan Prolegnas Pro
Perempuan, 2005
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dari distribusi barang pornografi, yakni 38 ayat 2d  yang
menganjurkan barang pornografi ditempatkan pada etalase
tersendiri, jauh dart jangkauan anak-anak. Tentu saja pengaturan
seperti ini masih belum memadai mengingat praktek di lapangan
distribusi vcd porno begitu meluas dan belum lagi mudahnya

anak-anak mengakses situs-situs
indiidu dari inoustr media yang p_omogra‘ﬁ‘ ,di 'mtemet._ Masal_ah
\obih powerfi, sehaliknya d!str[bu5| ini tentunya tidak hisa
'ndividu dijudikan sasaran | di18tur hanya dengan satu  pasal

kriruinal ulara, sementara | yang [imitatif seperti itu.
industri media tetap
memperoleh posisiistimewa | RUU APP  juga tidsk melinduna
untuk menjud barangiasa | indiidu dari industrr media yang
pormografi memlu:ﬁ:?:f;in lebih powerfiy), sebaliknya individu
" | dtjadkan sasaran krminal utama,

RUL APP tidak melindung

sementara industri media  tetap
memparoieh  posisi  istimewa untuk menjual  barang/jasa
pornografi melalui pembenan izin khusus. RUU juga menyamakan
orang dewasa dengan anak-anak dengan membatasi hak orang
dewasa untuk berkreasi dan atau mengakses informasi, terkait
dengan kepentingan hak-hak
Ketentuan-kelentian pornograll | reproduksi dan seksualtasnya. Dari
dalam RUJwisungqutr | 54 hacal vang mengatur larangan
sunggun represif dan . -
mengmiervensi kehidupan pornografi, hampir ka_esemuanya
prbadi individu bahkan untuk | Mengarah  pada individu  yakn
menikma!l seksualtasnya | antara  1ain: dilarang  untuk
sendiri Infinya matalui RUU ini membuat  tulisan, suara  atau
tubuh dan skapresiindividu | rekaman suara, film atau yang
didisiplinkan. digeneralisasi | 4500t disamakan dengan film, syair
unluk selanjirnya direduksi | o b foto. dan/ats
berdasarkan rum san kelompok 39% puisi, gambat, 1010, aan/atau
tertentu y.ang mengatas- | |UKisan yang mengeksplotasi daya
namakan hikum Negara. | tarik bagian tubuh tertentu vang
sensual dari orang dewasa (alat
kelamin, paha, pantat, pusar, dan payudara perempuan baik
terlihat sebagian maupun seluruhnya) (pasal 4), ketelanjangan
tubuh orang dewasa {pasal 5), aktivitas menan erotis atau
bergoyang erotis {pasal 6), aktivitas orang yang berciuman bibir
(pasal 7), bahkan apabila kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk
disiarkan atau diperfontonkan kepada orang lain.
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Ketentuan-ketentuan pornograft dalam RUU ini sungguh-sungguh
represif dan mengintervensi kehidupan pribadi individu bahkan
untuk menikmati  seksualitasnya

sendiri. Intinya, melalsi RUU ini Adanya pembentukan Badan
tubuh  dan  ekspresi individu | Ang Pornografi dan Pornoaks|
didisiplinkan, digeneralisasi untuk | Nasional akan membuka
selanjutnya direduksi berdasarkan | peluang korupsi baru dengan
rumusan kelompok tertentu yang cara pemberian penzinan selain

membebani anggaran Negara,
mengatasnamakan hukum Negara. Selain ity akan memicu konflik

. honzontal di tengah
Ironisnya, dalam pasal pengecu- | masyarakat.

alian, diberikan keistimewaan bagi
badan-badan usaha yang memiliki izin khusus uatuk menjual
barang dan/atau jasa pornagrafi {(ps. 38 ayat 2a). Izin ini akan
dikeluarkan oleh Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional.
Yakni sebuah lembaga khusus non struktural yang dibentuk
untuk menanggulangi pornografi  (pasal 40). Adanya
pembentukan Badan Anti Pornografi

dan Pomoaksi Nasional akan | Ketentuan pomoaksi dalam
membuka pefuang korupsi baru | RUU sangat diskriminatif
dengan cara pemberian perizinan | tethadap perempuan dan
selain ~ membebani  anggaran | betpotensi menyebarkan rasa
Negara. Selain itu akan memicy | kebencian,alau bersifat

. . - misoginis terhadap
konflik kal:onzontat . di tengah perempuan. Ketentuan akan
masyarakat.

mendorong meningkatnya
tindak kekerasan terhadap
Ketentuan pornoaksi perempuan (KTP) yang
Ketentuan pornoaksi dalam RUU | cenderung dibiarkan atau
sangat diskriminatif terhadap dnolergnm oleh publik karena
.| asumsi bahwa korbanlah yang

perempuan dan DEFPOtFHS' memicu dan bertanggungjawab
menyebarkan rasa kebencian, | aaskekerasan yang
atau bersifat misoginis terhadap | dialaminya. Ketentuan
perempuan, karena dalam RUU ini | pomoaksi sekaligus berpotensi
perempuan dan tubuhnya (paha, | Memberangus keberagaman
pinggul, pantat, sebagian/seluruh ga"? berekspresiberbusana

. ari barbagai budayafradisi
payudara perempuaq) d:tempatka_n yang ads,
sebagai pelaku/pemicu  pornoaksi. ,'
Ketentuan ini akan mendorong
meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang
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cenderung dibharkan atau ditoleranst oleh publk katena astms
bahwa korbaniah yang memicu dan bertanggungjawab atas
kekerasan yane dialaminya (wctim blaming). Ketentuan pornoaks|
sekaligus  berpotenst  memberangus  keberagaman  cara
berekspresi/berbusana dari berbagai budaya/tradist yang ada
selama ini sepertt di masyarakat Madura, Bali dan Papua.

Beberapa contoh pasal pornoaksi:

o Pasal 25 ayat 1 yang melarang mempertontorikan bagiar
tubuh tertentu vyang sensual (paha, pinggul, pantat,
sebagian/seluruh  payudara perempuan). Batasan vyang
dikategorikan  mempertontonkan  paha, pinggul, pantat,
sebagian/se luruh payudara tidak jelas.

o Dalam pengecualian pasal di atas, cara berbusana dan/atau
tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat ishadat
dan/atau budaya kesukuan hanya diperbolehkan sepanjang
berkaitan dengan pelaksanaan ritus  keagamaan ataw
kepercayaan (pasal 36 ayat 1). Pertanyaan yang kemudian
muncul, kenapa dibatasi hanya saat ritus agama® Bagamana
dengan busana  sehari-han?  Apakah mereka  tidak
diperbolehkan  sehari-hari  menggungkan busana vyang
laz‘mnya telah digunakan selama ini, yang tidak semata-mata
terbatas pada pelaksanaan ntus keagamaan? Apakah
bukan merupakan pelanggaran HAM serta pemaksaan cara
berbudaya kelompok dominan terhadap kelompok minontas
suku-suku?

o Pasal 36 ayat 2 mengecualikan larangan pornoaks: terhadap
kegiatan seni. Tetapi seni di sini dibatasi pada kegtatan seni
yang dilaksanakan hanya di tempat khusus pertunjukan seni.
Pada dasainya semua karya seni ditujukan untuk mendapat
perhatian cari masyarakat umum. Dengan adanya ketentuan
ini, karya seni hanya dapat dipertunjukkan di tempat
pertunjukan seni secara eksklusif, Seni menjadi barang
*mahal” vang hanya bisa dinikmati oleh sekelompok
masyarakat tertentu saja. Ini merupakan pembatasan hak
berekspresi dan hak menikmati sent bagi masyarakat.

o Pasal 27 melarang orang herciuman bibir di muka umum
dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun dan
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maksimal 5 tahun, serta denda minimal 100 juta dan
maksimal 500 juta. Juga pasal 28 vyang melarang
menari/bergoyang erotis dengan ancaman pidana penjara
minimal 18 bulan dan maksimal 7 tahun dan/atau denda
minimal 150 juta dan maksimal 750 juta.

> Pertanyaannya: “Apakah sudah tepat tindakan-tindakan
tersebut di ates dikategorikan sebagai tindak kriminal dan
pelakunya diposisikan sebagai pelaku kriminal? Apakah tidak
lebih baik penjara kita dipenuhi dengan pelaku perkosaan dan
pencabutan yang justru sering dibebaskan atau dihukum
ringan dalam hitungan bulan sementara perkosaan jelas-jetas
merupakan bentuk kejahatan terhadap orang, ketimbang
pelaku  kriminal  karena  berciuman  bibir  atau
menari/bergoyang erotis? Ketentuan ini juga jelas membatasi
hak asasi seseorang untuk mengekspresikan diri, saupLn
mengekspresikan rasa kasih sayang dan kreatifitasnya. Selain
itu berapa banyak jenis tarian tradisional yang harus
dilestarikan, bakal terpasung dengan pasal ini?

> Terakhir, pasal 29 dan 30 yang melarang seseorang
melakukan gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan
masturbasi atau onani (pasal 29), serta gerakan tubuh yang
menyerupai kegiatan hubungan
seks. Unsur-unsur serta batasan | Dari uraian substansi RUU
dalam perbuatan ini tidak jelas | maupun naskah akademiknya,
dan  akan  menimbulkan | Perumusan RUU ini

bukanlah bagaimana meluruskan cara berpikir maskuhn tersebut
tetapi baga'mana mengatur ruang gerak perempuan. Logka
berpikir yang salah kaprah ini merupakan cermun dan dominasi
maskulinitas dan konstruksi seksualitas yang represif terhadap
perempuan.

Kefentuan potmoaksi dafam Ketentuan pornoaksi dalam RUL{
RUU APP pada akhitnya APP  pada akhirnya memberi
memberi legiim.asi bagi aparat legitimasi  bagi  aparat  untuk
unluk menanckap siapapun | menangkap siapapun berdasarkan
berdasark.n interpretast | interpretasi  mereka,  misalnya
mereka | menangkap sesegrang yang

dianggap  melakukan  gerakan
menyerupai gerakan masturbasi  atau  gerakan  menyerupai
gerakan hubungan seksual. Akan lahir polisi-polisi moral yang
akan mengawasi dan mengintervens! kehidupan  pribad
seseorang mula dari aktivitas ciuman bibir, cara berbusana, cara
menayi hingga bagaimana cara sesecrang melakukan gerakan.
Secara potensial akan muncul cara-
RUU APP seharusnya | cara pemerasan baru baik vang
memberkai perlindungan | gapat  dilakukan  oleh  aparat
terhadap perempuan dan anak | o, o kelompok-kelompok
yang rentar, menjadi objek
potnograf, serta mengantisipasi | tertentu yang mengaku sebagal
kekefasan terhadap petempuan | Polisi  moral.  Alik-alih - RUU i

penafsiran bera-gam.

Jari uraian substansi RUU maupun
vaskah akademiknya, perumusan
WY ini dilatarbelakangi dengar
jagasan yang menempatkan tubuh
Jan seksualitas perempuan sebagai
losa, kotor dan sumber segala
nasalah. Jelasiah bahwa RUU
firumuskan tak lain melalui cara

dilatarbelakangi dengan
gagasan yang menempatkan
tubuh dan seksualitas
perempuan sebagai dosa, kolor
dan sumber segala masafah.
Jeiaslah bahwa RUU
dirumuskan tak lain melalui cara
berpikir maskulin dan patriariis
yang menempatkan tubuh din
ekspresi seksualitas perempuan
semata-mata sebagai objek
seksual yang merangsang libido

dan anak yang runcul sebagar
dampak dari pornografi. RUU
APT seharusnya bukan justru
rmembar celah untuk
mengknminalis.st perempuan
dan anak atat menempatkan
mereka csbagai pelaku

Lobi di DPR

menjadi solusi atas persoalan, yang
terjadi justru menambah persoalan
baru  yakni memicy  kekerasan
terhadap  individu,  khususnya
kelompok perempuan yang rentan
menjadi target kriminalisasi aturan
tersebut,

Pada tanggal 24 November 2005, LBH-APIK diundang oleh

»erpikir maskulin  dan  patriarkis | laki'=ki.
rang menempatkan tubuh dan
ikspresi seksualitas perempuan semata-mata sebagai objek
eksual yang merangsang libido faki-laki. Anehnya yang disasar
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Pansus RUU APP dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) d
DPR. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oieh Direktur LBH-APIK
s2kaligus Kordinator JKP3 untuk memperkenalkan JKP3 dan
men‘elaskan tujuan dibentuknya jaringan. Jaringan dibentuk

199



untuk mengawal pembahasan RUU-RUY termasuk RUU APP agar
pro terhadap kepentingan hak-hak asasi perempuan.

Selanjutnya, dalam pandangan umum atas RUU vyang
disampaikan kepada Pansus, JKP3 menegaskan bahwa RUU APP
seharusnya memberikan periindungan terhadap perempuan dan
anak yang rentan menjadi objek pornografi, serta mengantisipasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang muncul sebagai
dampak dari pornografi. RUJ APP seharusnya bukan justru
memberi celah untuk mengkriminalisasi perempuan dan anak
atau menempatkan mereka sebagai pelaku. Potensi kriminaliszsi
terhadap perempuan dan anak secara umum dan khususnya
korban kekerasan bisa terjadi bila rumusan definisi maupun
perbuatan pidana tidak memasukkan perspektif perempuan dan
anak sebagai pihak-pihak yang rentan, atau potensial menjadi
korban. RUU ini juga harusnya tidak mengurangi penghormatan
terhadap hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk berekspresi,
memiliki identitas diri, hak atas keamanan pribadi, serta hak atas
informasi, khususnya bagi orang dewasa untuk mengakses
informasi dan fasilitas dukungan berkaitan dengan pelaksanaan
hak-hak seksual/kesehatan seksual sebagaimana termuat dalam
Hasil Konferensi Kependudukan di
Kairo (ICPD, 1994) vyang iku* | JKP3juga menghimbau agar
ditandatangani oleh pemerintah | dalam merumuskan substansi
Indonesia. RUU APP, hendaknya

' dipisabkan wilayah mana yang
1KP3 juga menghimbau agar dalam g‘ﬁ:ggai'apigig?la"ga"
merumuskan substansi RUU APP, | piie (RS0 i e
hendaknya dipisahkan  wilayah | pidana (menjadikan seseorang
mana vyang menjadi garapan | sebagai pelaku kriminal melalui
kalangan agama dan pendidik | YU
(himbauan moralitas) dan wilayah
hukum/ pidana (menjadikan seseorang sebagai pelaku kriminal
melalui UU). Perlu dipikirkan: apakah nanti penjara kita akan
disesaki oleh para artis dangdut, penari, para peragawati atau
designer, atau para remaja lbukota vang kebetulan
menggunakan busana kelihatan pusar; semua komunitas di
witayah/suku tertentu yang sehari-hari menggunakan busana
adat yang ‘terbuka’, tidak hanya pada saat ritus keagamaan; ibu-
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ibu yang menyusukan bayi di tempat umum; mereka yang mand
di pinggir kal atau remaja yang berciuman bibir, Apakah sudah
tepat menjaciikan mereka semua pelaku knminal mclalue RUU
ini?. Intinya, periu kehati-hatian dalam merumuskan celik pidana,
tentunya dengan mempertimbangkan segala aspek sepert
pluralisme (adat, budaya, keyakinan), HAM, dan perspekuf
korban.

Pansus perlu rangantisipasi Pansus juga periu mengantisipasi
kermungkinan muncuinya | kemungkinan munculnya kekerasan
kekerasan serts premamsme | serta premanisme  oleh kelompok

oleh kelompex masyarakat
tertentu yang mengaku
sebagai ‘pobisi-polisi moral
yang deng sn sewenang-
wenang mangintervenst
kehidupan pnbadi orang fam
atau melakuxan pemerasan
Hal ini potensial teradi apabila
rumusan deilk pomografi dan
khususnya pemaakst sudah
teralu Jauh mencampun pilifart
behas sezeorang untuk
mengeksprasikan din dan
identitas dinnya. Selan
membatas eksores) seseorang.

masyarakat tertentu yang mengaku
sebagai ‘polisi-polisi maoral”  yang
dengan SeWENaNg-wenang
mengintervensi  kehidupan pribadi
grang lain atau juga melakukan
pemerasan, Hal ini potensial teradi
apabila rumusan delik pornografi
dan khususnya pornoaksi sudah
terlaly  jauh mencampuri  pikhan
bebas seseorang untuk
mengekspresikan diri dan identitas
dirinya. Selain membatasi ekspres
seseorang, uUnsur-unsur perbuatan

unsur-unsur pe-budlan pidana pidana tidak dirumuskan dengar
tidak dirumuskan dengan jelas

sehingga bisa multi tafsir yang jelas sehingga bisa muit tafsir yang
menyebatkan rentannya | TMeNyebabkan rentannya seseorang
seseorang dikategonkan | dikategorikan menjadi pelaky
menjadt pelaku krimmnal, | kriminal, terutama datanm ketentuan

tentama dalam ketentuan | narnoaksi, Contoh: larangan
L pomoaks. | melakukan gerakan tubuh  vang
menyerupai masturbasi. Apa

batasan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai ‘'menyerupal’,
tidak ada penjelasannya dalam RUU. Dan apakah hal ini sudah
periu dikagorikan sebagai tindak kriminal?

IKP3 meminte Pansus untuk lebih menyasar pada int persoafan

pornografi yang terjadi di masyarakat, yakni penyebaran VCD-
VCD porno yang mudah diakses oleh anak-anak, serta
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penyalahgunaan situs internet dan alat-alat teknologi lainnya
yvang berdampak pada maraknya kekerasan seksual seperti
perkosaan, pencabulan, terutama di kalangan anak-anak. Daiam
hal ini pengaturan distribusi dalam RUU menjadi penting.

Dalam kesempatan tersebut, juga dikemukakan temuan-temuan
terhadap kasus-kasus pornografi yang muncul baik di media
massa maupun kasus yang ditangani oleh LBH-APIK, yang
mengungkapkan berbagai modus kejahatan yang harusnya
menjadi landasan perumusan delik, sehingga benar-benar
menyasarkan pada kejahatan pornografinya (perbuatan yang
menyebabkan kerugian/ menyakiti orang lain). Oleh karena itu,
RUU Pornografi perlu lebih mengatur masalah pornografi
sebagai isu kekerasan khususnya yang korbannya selama ini
adatah perempuan dan anak-anak, tidak semata-mata sebaga isu
moralitas, serta menekankan pada ketentuan distribusi
sehingga anak-anak terlindungi dari penyebaran tayangan-
tayangan baik VCD, situs internet ataupun media cetak yang
tidak layak diakses oleh mereka. Selain itu menyasar puada
tindak kriminal yang terkait dengan kejahatan

pornografi. Hal ini untuk menghindari kriminalisasi terhadap
korban .*

Usulan JKP3: pokok-pokok pengaturan dalam RUU
Pomografi -

JKP3 menegaskan kepada Pansus agar ketentuan mengenai
pornoaksi dikeluarkan dari RUU karena tidak relevan dengan
masalah yang ada selain juga berpotensi melanggar HAM
serempuan. RUU APP diharapkan hanya fokus pada pengaturan
s0al pornografi saja, menjadi RUU Pornografi dengan substansi
sang diusutkan sebagai berikut:

L engkapnya lihat "Catatan dan Usulan Perubahan RUU APP”,
lisampaikan oleh Kordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan
lalam RDPU bersama Pansus RUU APP, tanggai 24 November 2005 di
JPR RL

.ibat juga ulasan Posisi JKP3 terhadap RUU APP dalam Harian
{ompas, 4 Februari 2006, "RUU APP Tidak Mengakomodas:
’erempuan’.

W02

A. Definisi

Uraian dari definisi pornografi sedapatnya memuat unsur — unsur

sebagai berikut: _

« Batasan yang jelas mengenai pornografi

« Penempatan pelaku dan korban secara tepat

» Cakupan atas bentuk-bentuknya/tindakan termasuk cara-cara
yang dilakukan yang dikategorikan sebagai pornografi

» Tujuan pornografi

Usulan rurnusan:

Pornografi adatah pembuatan dan atau penyebariuasan

materi-materi berupa kata-kata atau gambar-gambar.yang

secara  eksplisit memperiihatkan/melukiskan aktl'ﬁtas
hubungan seksual, ketelanjangan, dan atau menampulkan_
tubuh perempuan dan anak-anak dengan mengeksplmtaa
bagian-bagiannya (potongan tubuh tertentu) sebagai objek
seksual, atau menampilkan perempuan dan anak-anak  yang
mengalami  kenikmatan  dalam situasi  kekerasan _5erta
ketertundukan seksual. Tujuannya untuk merangsang berahi dan
dilakukan cleh produsen {pornografer) terhadap perempudan _dan
anak-anak sebagai objeknya (pihak korban) untuk tujuan

Komersialisasi/ mengambil keuntungan terhadapnya, dengan

menggunakan cara-cara antara Jain sebagal berikut:

(a) Penipuan atau penyesatan ‘

(b) Penyalahgunaan tujuan pengambilan gambar B

(c) Pengambilan gambar dan atau penyebariuasan at_asl aktwatas
ceksual dan atau tubuh seseorang tanpa seizin dan
sepengetahuan orang tersebut. _

(1) Penyebarluasan tanpa sepengetahuan dan seizin prang yang
bersangkutan, terhadap gambar-gambar d:rmyq da_m atau
miliknya yang sebenarnys merupakan hak privasi orang
tersebut ‘

(e) Memanfaatkan ketidakberdayaan  perempuan  karena
<emiskinannya atau ketidaktahuannya _

() Memanfaatkan anak-anak dalam situasi apapupun sebagai
kejahatan pornografi

(g} Memanfaatkan situasi  perempuan yang dltempatka_n dal;:m
oudaya patriarki/  kapitalisme giobal sebagai  objek
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komersialisasifkomoditisasi  (atas hasrat  dan  tubuh
perempuan)

B. Bentuk-bentuk Pornografi

Yang dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pornografi adalah

mencakup;

(1) Gambaran ketelanjangan perempuan secara keseluruhan
(nude”) atau sebagian (“semi nude”) yang bukan
merupakan karya seni.

(2) Gambaran yang memperlihatkan/meiukiskan hubungan
seksual secara eksplisit (coitus) yang tidak mengandung
unsur kekerasan,

(3) Bagian-bagian tubuh perempuan dipertontonkan secara
ekspiisit sedemikian rupa (tidak utuh) seolah-olah perempuan
dianggap (direduksi) hanya bagian-bagian itu saja (seperti
payudara, paha, selangkangan dan atau vagina).

(4) Perempuan digambarkan sebagai cojek- objek seks yang
menikmati penghinaan dan kesakitan dan atau mengalami
kenikmatan dalam perkosaan, iicest atau serangan-
serangan seksual lainnya.

(5) Perempuan digambarkan sebagai objek seks yang diikat,
dimutilasi, menderita luka memar atau dilukai secara fisik.

(6) Perempuan  digambarkan  dalam  postur/posisi-posisi
ketertundukan seksual, budak, atac tontonan dan atau dalam
posisi pasrah/mengundang untuk diper.strasi

(7) Perempuan digambarkan sedang dipenetrasi oleh objek-objek
atau hewan.

C. Mekanisme Pengaturan

Akses:

»  Akses terhadap pornografi (bentuk pornografi no.1 dan 2)
hanya diberikan pada orang dewasa yang secara hukum
dipandang mampu/cakap. “Orang Dewasa” dalam ketent 1an
pornografi adalah setiap orang yang berusia di atas 21
tahun (anak-anak dan orang muda tidak termasuk dalam
ketentuan ini).

»  Untuk bentuk pornografi no. 3 — 7: Pada dasarnya harus
sama sekali dilarang untuk dewasa sekalipun, karena
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muatannya telah menggambarkan adanya unsul kerirgsan
‘erhadap perempuan.

« Pengecuasan {di [uar bentuk 4 - 7) dapat cibenakukasn untuk

tujuan pendidikan seksual dan reproduks, olahraga,
kesehatan <an kesenian (artistik). Khusus bag! anak-anak
harus didampingi oleh pembimbing dewasa.

Distribusi dan penayangan:

s Semua bentuk pornegrafi dilarang untuk dyual, dibenkan dan
atau dipertihatkan kepada anak-anak,

« Dilarang menempatkan barang-barang pornografi atau yang
bermuatan khusus untuk orang dewasa, di lokas,tempat
yang mudah dilihat dan diakses oleh anak-anat:.

« Barang-barang tersebut harus disimpan di tempat tertentu,
hanya boleh diperiihatkan pada orang dewesa, dan tidak
haleh ditampilkan dalam dispiay.

= Pemerintal membatasi akses terhadap bharang dan jasa
pornografl yang mengandung unsur kekerasan terhadap
perempuan (bentuk no. 4- 7}

+  Film-film porno atau gambar-gambar iklan dan sejenisnya
yang menampilkan kegiatan seksual, ketelanjangsn, serta
materi dar. no 3 — 7 tidak diperkenankan untuk ditayangkan
melalui program atau stasiun TV nasional/swasta manapun.

Pembatasan akses internet bagi anak-anak:

s Setiap komputer/teknologi pengakses internet baik di rumah
ataupun i warnet wajib memasang atau menggunakan
screening | sistem alarm untuk  situs-situs  pornografi
sehingga tidak bisa diakses oieh anak-anak.

« Penggunaan batas waktu maksimal bagi anak-anak &
warnet-warnet  (maksimal pk.21.00 wib) dan dalam jangke
waktu tersebut, operator (warnet) harus memblokir akses ke
situs-situs pornografi. Operator hanya dapat membuka situs
pornografi di atas pk. 21.00 wib yang hanya diperuntukkan
bagi orang dewasa.



D. Ketentuan Pidana

Diancam sebagai pelaku kejahatan pornografi bagi siapapun yang

mejakukan tindakan sebagai berikut:

(1) Membuat dan atau mendistribusikan barang-barang
pornografi yang melibatkan perempuan dan anak-anak,
antara lain dengan cara:

- Penipuan atau penyesatan

- Penyalahgunaan tuiuan pengambiian gambar

- Pengambilan cambar dan atau penyebarluasan atac
aktivitas seksual dan atau tubuh seseorang tanpa seizin
dan sepengetahuan orang tersebut

- Penyebarluasan tanpa sepengetahuan dan seizin orang
yang bersangkutan, terhadap gambar-gambar dirinya dan
atau miliknya yang sebenarnya merupakan hak pribadi
orang tersebut

- Memanfaatkan ketidakberdayaan perempuan karena
kemiskinannya atau ketidaktahuannya

- Memanfaatkan anak-anak dalam situasi apapun sebagai
objek kejahatan pornografi

{2) Memproduksi pornografi anak terlepas dari apapun kondisi
anak (dalam hal ini persetuiuan a.iak tidak menjadi prasyarat
pengecualian)

{(3) g:lelanggar pengaturan distribusi dan penayangan pornografi.

Perkembangan di tahun 2006 — 2607

Pemyataan Kelua Pansus yany) semakin menyulut pro
kontra :

Di awal tahun 2006, Ketua Pansus, Balkan Kaplale, menyatakan
akan tetap mengesahkan RUIJ APP pada tahun itu juga (2006)
yang didukung oleh Ketua MUI dan berbagai kelompok yang
selama ini mendesak terbitnya RUU  APP. Pernyataannya
menyulut reaksi sebaliknya di masyarakat. Berbagai komponen
masyarakat segera menggelar berbagai aksi untuk menolak niat
Ketua Pansus tersebut. Aksi penolzkan dibalas dengan aksi-aksi
yang pro RUU APP. Bahkan kelompok-kelompok ini menuduh
pihak yang kontra sebagai pendukung pornografi dan pornoaksi

! Ihid
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Pokok substansi usulan JKP3 versi terakhir

Berikut pokok-pokok usulan substans) yang diajukan oleh 1KP3
untuk perubahan RUU Pornografi yang terakhir; '™

1. Judul: RUU 7 entang Pengaturan Pornografi

2. Menimbang:

(a; bahwa N.gara Republik Indonesia adalah na2gars hukum
yang  Derdasarkan Pancasila dan ULID 1945  yang
menghormati  kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa
dan hernegara yang bertanggung Jawab mebndung:
setiap warga negara, harkat dan martabat serta hak
azasi manusia dengan  prinsip  non  disknminas,
kesetara.n dan keadilan;

(b} bahwa industri pornografl telah tumbuh dengan pesat
dan hadir dalam beragam media terkait dengan pesatnya
perkembangan tekhnologi komunikasi don informas: vane
belum terakomodasi gleh peraturan perundsng-undangan
saat . '

{¢) bahwa nasyarakat luas khususnya perempusn dan anak-
anak yang paling rentan menjadi objek pornografi harus
memperoleh perlindungan dari dampak pornografi serta
berbagar  bentuk  eksploitasi, komoditisast, dan
objektifikasi seksual terkait pornografi.

{d) bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢,
diperlukin aturan khusus yang mengatur den membatas:
distribus: pornografi dalam Undang-Undanoc  tentang
Pengaturan Pornografi,

3. Men jingat:
fa} Pasal 20, Pasa! 21, Pasal 28A, Pasal 2BE, Pasal Z8C,
Pasal 28F, Pasal 2BG, Pasal 28H, Pasal 281, dan Pasat 29
lIndang-Undang Dasar Negara-Repubiik Indonesia Tahun
1945;

" Kritss dan usulan JKPA teiah disamparkan dalam forum fornm
hearin faudiens: sepert yang diselenggarakan oleh IPD RI tanppal 27
Nopember 2007 dan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempiun
tanggal 29 Nopeniber 2007
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(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;

(c) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,

{(d) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan (CEDAW);

- {e) VU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengeszhan Konvensi ILO
NO. 182 (Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak);

(f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak ('_embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

(g) UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Penyiaran;

{h} UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers;

{)) LU No. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman;

(G UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;

(k) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

4. Tujuan:

Pengaturan pornografi dimaksudkan untuk:

(a) Menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan periindungan
terhadap hak-hak asasi setiap warga neqgara;

(b) Melindungi masyarakat terutama orang yang belum
dewasa dari peredaran barang-barang atau produk-
prodiuk pornografi;

(c) Melindungi kelompok rentan khususnya perempuan dan
anak-anak dari eksploitasi dan objektifikasi pornografi
serta sebagai korban kejahatan pornografi;

(d) Mencegah berkembangnya penyalahgunaan seksual dan
kekerasan yang didorong oleh materi pornografi yang
menjustifikasi penyalahgunaan seksual dan kekerasan
dalam pomografi.

(e) Melarang segala bentuk produksi dan penyebarluasan
pornografi  berat dan inembatasi peredaran pornografi
ringan di masyaralkat.
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5. Definisi dan jenis-jenis pornografi :

Pornografi aralah bahan-bahan atau mater-mater berupa
tulisan, gambar dan vyang sejenisnya yang memperlhatkan
kegiatan seksual dan atau  memperlihatkan organ-orcan genital
yang dimaksudkan atau dapat dianggap memuiki maksud untuk
membangkitkar  keinginan melakukan  perselubuhain atau
pelampiasan hasrat seksual.

Pornografi berat adalah bahan-bahan atau mater-mater]
berupa tulisan, gambar dan yang sejenisnya yang mengandung
muatan materi pornografis yang:

(a} menggunakan anak-anak sebagai objek;

{b) merendahkan martabat manusia terutama perempuan
dan anak-anak;

{c) semata-mata atau sehagian besar isinya adalah
bermuatan materi pornografis;

(d) menggambarkan  kekerasan  seks  sadistis dan
sadomasokistis;

() menggambarkan tindak kekerasan dan kejghatan
seksual;

(f) menggambarkan hubungan seksuai yang melibatkan
perilaku penyalahgunaan seksual;

{g) menggambarkan hubungan atau kegiaten seksual
dengan orang-orang mati dan atau dengan hewan;

(h} menggambarkan organ-organ  genital dar tubuh
perempuan yang dipertontonkan sedemikian rupa seclah-
olah perempuan direduksi pada bagian-bagian tersebut;

(i) mencgambarkan kegiatan seksual berupa perseng-
gamaan atau persetubuhan secara eksplisit;

Pornografl ringan adalah bahan-bahan atau materi-matern
herupa tulisan, gambar dan yang sejenisnya yang dimaksudkan
atau dapat dianggap memiliki maksud untuk membangkitkan
keinginan meiakukan persetubuhan atau pelampiasan hasrat
seksual, vyang tdak masuk dalam kategort pornografi berat,
sepertl pencgombaran ketelanjangan, kegiatan seksual secara
implisit atau vpaparan organ-organ genital yang tidak dalam
kategori pornografi berat.
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Pomografi anak adalah materi-materi yang mengandung
muatan pornografi yang melibatkan anak-anak sebagai objeknya
dan atau menggunakan citra anak dalam aktiv.tas seksual.

6. Erotika tidak dapat dikatcgorikan sebagai pornografi
£rotika adalah setiap materi berupa kata-kata atau gambar yang
bersifat seni (artistik) yang mungkin dapat atau berpotensi
menimbulkan minat seksual tetapi tidak memiliki tujuan atau
tidak dapat dianggap memiliki tuiuan .intuk membangkitkan
keinginan melakukan persetubuhan atau pelampiasan hasrat
seksual. Termasuk dalam ecotika adalah penggambaran aktivitas
ciuman bibir sebagai ekspresi tanda cinta/kasih sayang atau
melukiskan bagian-bagian tubuh tertentu atau ketelanjangan
(nude) dengan mengedepankan aspek estetika atau  untuk
mengungkapkan seksualitas sebagai bagian dari kehidupan
manusia  (alamiah) yang patut diakui dan  dihargai
keberadaannya.

7. Tidak termasuk kategori barang/produk pornografi:

(a) Karya-karya seni dan sastra termasuk novel-novel
maupun film sebagai karya seni, gambar-gambar atau
patung-patung telanjang atau yang memperlihatkan alat-
alat genital baik yang ada di candi-candi atau pun di luar
yang dimaksud sebagai karya seni.

(b) Tulisan-tulisan atau bahan-bahan seperti dalam majatah
atau buku yang dimaksudkan untuk pengetahuan atau
pendidikan. Contoh: Kamasutra, Serat Centini, National
Geographic, buku-buku bioiogi atau kedokteran yang
menggambarkan anatomi tubuh manusia

(c) Foto-foto masyarakat atau komunitas tertentu dalam
kehidupan sehari-hari menurut konteks budayanya.
Misalnya, foto-foto atau gambar-gambar perempuan atau
kelompok perempuan atau anak-anak dengan busana
adat atau keseharian mereka yang memperiihatkan
ketelanjangan baik sebagian atau keseluruhan.
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8. Pengaturan pornografi:

Pengaturan me iputi larangan dan pembatasan dalam rangka
perlindungan. Vihak-phak yang harus dilindunct dan praduk
pornografi aalam UU ini adalah:

(a) Anak, vaitu setiap orang yang berusiz i bawah 18
tahur.

(b} Orang yang belum dewasa (pemuda), vaitu mereka yang
berusia antara 18 sampai dengan 23 tahun yang belum
menikah.

(c) Perempuan sebagai korban ekspioitasi pornografi

9. Prinsip-prinsip dalam Pengaturan:

(3) Setiap orang dilarang menayangkan dan mengedarkan
secara bebas atau terbuka produk-produk  pornograf
sehingga terlihat atau mudah diakses oeh publik
termasuk anak-anak dan mereka yang belum dewasa,
termasuk  di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga
pendidikan, perkantoran, wamet, mal-mal  atau
pertokoan, terminal atau stasiun dan tempat-tempat
umum lainnya ;

(0} Setiap orang dilarang keras memproduksi, mereproduksi
apalagi  menyebarluaskan ke publik produk-produk
pornegrafi berat;

(c) Jenis pornografi ringan hanya dapat diakses cleh orang
dewasa dengan pembatasan; tidak dapat diedarkan d
depan umum dan tidak diperbolehkan ditampitkan dalam
display.

{(d} Pemilik atau pengelola warnet diwajibkan memblok situs-
situs pornografi sehingga tidak dapat diakses secara
bebas oleh publik terutama oleh anak-anak dan yang
belum dewasa.

(e) Lembaca-lembaga pendidikan sepert! sekolah,
perkantoran serta tempat-tempat lain yang memberikan
akses terbuka terhadap internet harus memblok situs
pornogtafi untuk publik.

(f) Setiap orang tua dan orang dewasa bertanggungjawab
mencegah anak-anak dan orang yang belum dewasa dar
akses kepada tayangan atau barang-barang pornografi.
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(9) Pemerintah harus meny.diakan program ‘screening’ yang
dapat diakses sekolah-sekolah serta lembaga-lembaga
pendidikan lainnya dan para orang tuajdewasa dalam
rangka pencegahan pornografi di muka umum/publik
maupun untuk membatasi akses anak-anak atau orang
yang belum dewasa dari pornogiafi termasuk di dalam
rumah.

10. Kejahatan pornografi
Kejahatan pornografi adalah setiap perbuatan oleh
Seseorang seseorang atau sekelompok orang, perusahaan
atau agen, membuat, memperbanyak, mempertontonkan,
dan atau menyebarluaskan barang-barang pornografi
yang:

(a) melibatkan penggunaan anak-anak di dalamnya;

{b) merendahkan martabat manusia terutama perempuan
dan anak-anak;

(c) menggunakan kekerasan seks sadistis dan sado-
masokistis;

(d) menggunakan tindak kekerasan dan kejahatan seksual ;

(e) menggunakan praktek-praktek hubungan seksual yang
melibatkan perilaku penyalahgunaan seksual;

(f) menggunakan orang-orang mati dan atau dengan
hewan;

(g) menggunakan seseorang sebagai objek pornografi atau
pembuatan dan atau penyebarannya di luar kehendak
atau pengetahuan dari arang tersebut, termasuk melalui
cara-cara seperti pemanfaatan situasi dan kondisi
ketidakberdayaan orang tersebut baik secara sosial dan
atau ekonomi seperti melalui bujukan, iming-iming
materifuang, karir/pekerjaan, penyalahgunaan kekuasa-
an, penyesatan dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya;
dan atau

(h) menggunakan tekhnologi yang memanipulasi gumbar
atau pengambilan gambar seseorang untuk tujuan
pornografi  dan  atau menyebarluaskannya di  luar
kehendak orang bersangkutan sehingga dapat merugikan
pihak tersebut.
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i1. Korban tidak dapat diposisikan sebagai tersangka

atau pelaku pelanggaran/ kejahatan pornografi
Korban kejahatan pornografi  adalah  setiap  orang  yang
digunakan dalam pembuatan atau sebagai objek porniografi
sebagaimana vyang disebutkan dalam bentuk-bentuk kejahatan
pornografi diatas.

Dalam tindak pelanggaran aturan distribusi (butir 10), kesalahan
ada pada setiap orang yang mefanggar aturan distribusi terutama
pemilik media yang bersangkutan dan bukan pada model dalam
produk pornografi tersebut.

Perkembangan posisi RUU terakhir
Meski masih terdapat keberatan dari S5 fraksi (FPDIP, FPAN,
FPDS, FPKB, FPBR), Ketua Pansus tetap menginm naskah RUU
tersebut kepada Pimpinan DPR tanpa melalui konsultasi dengan
Baleg dan Bamus. Pade tanggal 24
Pada Dﬁ'[”m“kaa” sidang | Aqustus 2007, Ketua DPR R, Bapak
ey s | Aqung  Laisono mengnmikan
dan FPDIF mengangkat | SSC2Ta resmi RUU tersebut kepada
pemmazclahan proses | Presiden agar  dibahas hersama-
pemtahasan RUU Pomografi | sama  dalam  sidang DPR  dan
/ang diandeap menyalah | mendapatkan persetujuan bersama.
prosedrdalam Tatb | Menanggapi surat tersebut,
pembahasan DPR. ladan | o ociqen kemudian pada tanggal 20

beberape fraksi lainnya

keberatan atas dianmnya RUU September 2007  mengefuarkan
kepada pemerntah padahal | Supres  {Surat  Presiden) yang
belum disetuui oleh semua | menunjuk Menteri Agama, Menter|
frakst dan udak melewati | Komunikasi dan Informatika serta
Bamus serta persetujuan dan | Menter] Hukum dan  Ham, baik
pmpinan DPR yang lain. Eva | - ¢o 0 it con diri maupun bersama-
juga meminta bantuan dan - )
masyarakat sipll agar meminta | S9ma mewakill pemerintah dalam
pemenntah urt.k menghargan | Membahas RUY Pornografi
proses dinternc! OPR dengan | tersebut, Menyusul  kemudian
menghentikan pembahasandi | Menteri Pemberdayaan Perempuan
inohatpemenntah. | diajak  terlibat. Saat i mereka
’ telah  melakukan  pertemuan-
pertemuan kordinasi dalam rangka membuat Daftar Isian
Masalah (DIM) pemerintah. JKP3 telah melobi Meneq PP dan
menghadint  audiensi-audiens:  dengan  pemerntah  untuk
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memelaskan kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam RUU
Pornografi meski judul RUU sudah berubah dengan fokus hanya
pada pornografl,

Pada pembukaan sidang Pansus yang lalu, sekitar awal
November 2007, Eva Sunderi dari FPDIP mengangkat
permasalahan proses pembahasan RUU  Pornografi yang
dianagap menyalahi prosedur dalam Tatib pembahasan DPR. Ia
dan beberapa wakil fraksi lainnya keberatan atas dikinmnya RUU
kepada pemerintah padahal belum disetujui oleh semua fraks,
dan tidak melewati Bamus serta persetujuan dari pimpinan DPR
yeng lain. Eva juga meminta bantuan dari masyarakat sipil agar
meminta pemerintah untuk menghargai proses di internal DPR
dengan menghentikan pembahasan di tingkat pemenntan.
Namun, tampaknya pemerintah akan ferus berjalan mengingat
Ketua DPR sendiri maupun Presiden telah menandatangani
persetujuan untuk tetap membahas RUU tersebut. Penegasan
tersebut disampaikan oleh Meneg PP dalam forum konsultas
yang digelar bersama wakil-wakil kelompok masyaraka! dan
departemen terkait'®,

KP3 sampai perkembangan terakhir tetap berusaha terus
memantau perkembangan RUU di pemerintah maupun di DPR
dan berupaya mengintervensi baik dalam perumusan substansi
maupun proses pembahasannya. RUU APP merupakan agenda
advokasi JKP3 vyang akan terus dikawal hingga kemungkinan
dibahas di tahun 2008.

"% Dengar Pendupat dalam rangka pembahasan draf RUTT eprang
Pornografi di Kantor Kementrian Pemberdayaan Peicnipuan 29
November 2007
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Selbelas
PENUTUP:
PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Pengalaman perempuan selama ini telah memperfihatkan
bagaimana negara dengan kebijakannya telah gagal
memperhitungkan kepentingan dan hak-hak perempuan yang
sesungguhnya telah dijamin oleh Konstitusi. Melalui advokas
kebijakan, para perempuan dan kelompok-kelompok pro
demokrasi mempertanyakan situasi pengabaian tersebut dan
berjuang untuk mengubah kebijakan serta praktek-praktek yang
tidak adil bagi perempuan dan ketompok marjinal lainnya.

Disahkannya beberapa UU yang menjadi agenda kelcmpok
perempuan seperti UU PKDRYT, UU PTPPO dan Revisi UU
Kewarganegaraan merupakan keberhasilan politik perempuan
dalam mengusung pengalaman mereka yang semula dipandang
sebagai isu ‘privat’ atau tidak nenting menjadi isu politis. Dengan
terobosan yang dibuat, kelompok perempuan telah mengritik
asumsi-asumsi ‘netralitas’ dan ‘objektifitas’ hukum sebagaimara
yang diajarkan selama ini di kebanyakan fakultas-fakultas hukum
di Universitas. Pengajaran ilmu hukum vyang dogmatis
mengabaikan fakta konkrit bahwa hukum tak lebih merupakan
produk politik, di mana proses pembentukannya tidak pernah
lepas dari berbagai minat, kepentingan serta agenda politik.
Hukum yang ada selama ini cenderung mencerminkan nilai-nilai
kelompok dominan yang hidup di masyarakat yakni sistem nilai
patriarkis, berpusat pada kepentingan laki-laki {rnale bias).

Belajar dari teori hukum feminis, melalui pendekatan “asking the
women’s questions” ' , kelompok perempuan berupaya
membongkar asumsi-asumsi serta implikasi-implikasi bias gender
dari aturan maupun prakteknya, menguji bagaimana hukum yang
ada telah melanggengkan stereotipe seksual perempuan seperti

“perempuan sebagai sumber kejahatan/dosa’ , yang kemudian

122 | ebih lanjut soal metode AWQ 1ni, baca “Femmnist Legal Methods™,
Katherine T. Barlett, 1990
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sekaligus mendiskualifikasi pengalaman perempuan, seperti
dalam kasus marital rape (perkosaan atau kekerasan seksual
dalary perkawinan) atau kasus prostitusi. Selanjutnya, kelompok
perempuan membawa persoalan yang dibuat ‘tak teriihat’ oleh
masyarakat, ke dalam aksi-aksi politik yang nyata. Antara lain
melalui advokasi perubahan kebijakan dalam rangka mengubah
sistern hukum dar. sistem sosial. Inilah sumbangan dari pemikiran
dan gerakan perempuan (feminisme) bagi pembangunan sistemn
hukum vyang lebih adil dan setara gender. Bagi aktivis
perempuan, feminisme  (pemikiran-pemikiran  dan  aks
perempuan) menyumbang untuk lebih membuka mata terhadap
persoalan  ketimpangan  sosial/gender yang hidup dan
berfangsung di berbagai aspek kehidupan termasuk di bidang
hukum. Bukan itu saja, tetapi juga memperfihatkan hubungan
yang kuat antara teori dan praksis, antara kesadaran dan aksi
poiitik yang nyata, antara pengalaman korban dengan advokasi
berbas’s kepentingan.

Pembelajaran terkait dengan mekanisme pembahasan
aturan

Pembe'ajaran yang juga diperoleh dalam advokasi kebijakan
adafah yang terkait dengan mekanisme pembahasan sebuah
kebijakan di DPR maupun pemerintah. Prinsip partisipasi
masyarakat dalam proses pembahasan sebuah produk kebijakan
pada dasarnya telah dijamin melalui UU No. 10 Tahun 2004.
Namun, dalam kenyataannya prinsip tersebut kurang tercermin
dalam mekanisme yang dilaksanakan di DPR maupun di
pemerintah. Faktanya sulit bagi masyarakat untuk bisa benar-
benar memperoleh informasi terkait pembahasan setuah RUU,
apalagi untuk lerlibat dan berpartisipasi aktif dalam memantau
dan memberi masukan selama proses pembahasan berlangsung.
Prahtek-praktek seperti pembahasan di hotel, ruang tertutup,
étau pun larangan bagi masyarakat untuk mengikutt sidang
pembahasan RUU termasuk pemnbatasan administratif yang
diberlakukan untuk menghadiri sidang paripurna dan praktek-
praktek serupa sangat tidak beralasan dan menghambat hak
masyarakat untuk mengikuti perkembangan sebuah pembahasan.
Mekanisme Tatib di DPR yang menentukan setiap persidangan
pada dasarnye tertutup untuk masyarakat jelas bertentangan
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dengan semangat UU No. 10 Tahun 2004 di atas. Selain _itu(
budaya di DPR dan sikap-sikap yang menunjukka_n arogansi di
kalangan DPR semakin menghambat partisipasi aktif masyaraka_t._
Ini sangat disayangkan mengingat tak jarang mereka 'sendm
terlihat tidak menguasai permasalahan atau substansi yang
tengah dibahas.

Dalam kasus RUU Anti Pornografi Pornoaksi yang kontroversial —
juga dalam banyak kasus lainnya — kita m_enggamati adanya
proses dan informasi yang tidak transparan diberitakan kepada
masyarakat. Masyarakat tiba-tiba saja dikejutkan oleh m_unc_ulnya
sebuah RUU yang ternyata telah disetujui melalu 5|d'ang
Paripurna DPR untuk dibahas, sementara sebelumnya t:dalg
pemah dibagikan informasi mengenai hal tersebut, apalagi
dimintakan pandangan masyarakat.

Masyarakat juga tidsk mudah mengetabui status pembahasanl
dari sebuah RUU. Seharusnya ada semacam pengumuman resmi
yang terbuka ~ tidak cukup melalui koran atau website — tetapi
disediakan oleh pihak DPR sendiri dan disebarkan melalui
berbagai cara di berbagai sarana pubik, mqlai' di gedurg DPR
sendiri sampai ke berbagai tempat lain seperti di b_a_ndara, rumah
sakit, kantor-kantor, yang menginformasikan komisi atau pansus
apa yang sedang berjalan, membahas RUU apa, dengan status
pembahasan RUU sampai mana, berikut komposisi panja, dil.

Adalah tugas dari DPR —yang harus didukung oleh sekretgriat-—
untuk memungkinkan adanya pengawasan dan lgeterhbatan
masyarakat dengan membuka akses seluas—lqa_snya tidak hanya
selama proses pembahasan sebuah RUU tetapl juga pembahas_an
sejak penyusunan prolegnas, mengapa se_buah RUU  penting
dibuat. Termasuk di dalamnya akses publik atas dokumentasi
persidangan  serta informasi-infor.nasi  penting iamnya_.
Pengalaman kami selama ini adalah bahwa sanga_lt sulit
memperoleh informasi seperti susunan ;r}ggota Panja _at_au
dokumentasi persidangan. Bila informasn—mformgg Cemikian
dapat diperoleh, seringkali hal tersebut dimungkmkalj karena
mengandalkan hubungan bak dengan staf (secara informal)
bahkan dengan anggota DPR. Menjadi kebutuhan dan hak

274

masyarakat untuk memperoleh informasi seperts telah disebutkan
di atas.

Karenanya, menjadi tuntutan masyarakat bahwa DPR
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka di depan
masyarakat. Ini dapat mulai dilakukan misalnya dengan
mermasukkan ketentuan mencakup tata cara yang mengatur
akses publik seluas-luasnya terhadap informasi dan dokumentasi
dalam -umusan Tata Tertib DPR, Tata carz penyelcnggaraan
sidang/rapat perlu didasari prinsip keterbukaan kecuall
ditentukan yand lain, bukan sebaliknya (seperti daiam Tatibh DPR
yang sekarang vyang justru menghambat transparansi dan
akuntahilitas tersebut). Juga periu diatur tata cara pelibatan
seluas-luasnya  partisipasi  masyarakat serta  mekanisme
pengzwasan publik atas proses yang berlangsung.

Peningkatan juinlah perempuan anggota DPR melalul pemenuhan
aturan a/firmative action atau Tindakan Khusus Sementara (TKS)
seperti yang tercantum dalam amandemen UUD 1945 serta
Kenvensi-Konvensi maupun perubahan UU Paket Politik, harus
benar-benar dilaksanakan. Keberadaan perempuan anggota DPR
yang mewakili kepentingan perempuan dan kelompok marjinai
fainnya terbukti menjadi faktor penting dalam memastikan
keberhasilan (di'goal'’kannya) berbagai kebijakan vyang pro
demokiasi dan pro perempuan.

Akhirnya, pengataman keberhasilan, kegagalan dan berbagai
kesulitan serta hambatan dalam proses advokasi kebijakan yang
dilakukan oleh aktivis perempuan kiranya dapat menyumbang
pada penajamen aksi-aksi ke depan. Diskusi mengenai hal ini
sekaligus dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pengajaran
di fakultas-fakultas hukum maupun  Program Kajian Perempuan
danfatau Gender di universitas, dengan memasukkan analisis
hukum kritis (telaah hukum feminis) dan keterampilan advokasi
sebagal bagian penting yang diajarkan kepada setiap mahasiswa
unfuk memampukan mereka menjadi aktor-aktor perubahan
sosial di masyai akat.
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